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SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk
kita semua. Agenda persidangan pagi ini adalah sidang pendahuluan
untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVI11/2019 dan seterusnya.

Sebelumnya, dipersilakan untuk Para Pemohon memperkenalkan
diri terlebih dahulu. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII1/2019?
Silakan! Belum hadir, ya?

Perkara Nomor 70/PUU-XVI11/2019? Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-
XVI11/2019: ANANG ZUBAIDY

Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi
dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemohon Perkara
Nomor 70/PUU-XVI1/2019, saya Anang Zubaidy. Sebelah kiri saya ada
Bapak DR. Arif Setiawan, sebelah kiri beliau ada Bapak DR. Nurjihad,
sebelah kiri beliau ada Bapak Wahyu Prianka Nata Permana, kemudian di
belakang ada Bapak Ahmad Khairun. Terima kasih. Assalamualaikum wr.
whb.

KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Selanjutnya, Perkara Nomor 71/PUU-
XVI11/2019?

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI1/2019: ZICO
LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 71/PUU-
XVI1/2019, hadir, saya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai
Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 73/PUU-XVI11/2019?
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PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI1/2019: RICKY
MARTIN SIDAURUK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-
XVII1/2019 yang hadir saya sendiri, Ricky Martin Sidauruk sebagai
Pemohon Prinsipal. Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, Perkara Nomor 77/PUU-XVI1/2019?

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI1/2019: FEBRY INDRA
GUNAWAN SITORUS

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya sendiri sebagai
Pemohon Prinsipal, atas nama FEBRY INDRA Gunawan Sitorus pada
Perkara Nomor 77/PUU-XVI1/2019. Di samping kiri saya hadir Saudara
Jovi Andrea Bachtiar, S.H. sebagai Pemohon I. Turut juga ada 3 Kuasa
yang hadir pada kesempatan, Yang Mulia, yang pertama Saudara M.
Ardilangga, S.H. Kuasa dari Ricardo Purba, S.H., yang kedua ada
Saudara Rezky Ervianto, Kuasa dari Galang Brillian Putra dan juga Kuasa
dari Thomas Perdana Sitindaun. Dan terakhir, Kuasa, Yang Mulia, hadir
juga Vincentcius Micoland Manulang, Kuasa dari Titanio Hasangapan
Giovanni Sibarani.

Dan mohon izin juga, Yang Mulia, dalam kesempatan ini, 1 orang
kuasa hukum ... Kuasa maksud kami, yakni Fahrel Yusri Rahmat akan
mengikuti jalannya persidangan melalui video conference dari Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya.

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI11/2019: FEBRY INDRA
GUNAWAN SITORUS

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Ini kuasa hukum, advokat atau bukan? Kok, enggak pakai toga,
gitu?
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PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI1/2019: FEBRY INDRA
GUNAWAN SITORUS

Kuasa, Yang Mulia. Oh, saya sendiri, Pemohon Prinsipal.
KETUA: ANWAR USMAN
Oh, Prinsipal.

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI1/2019: FEBRY INDRA
GUNAWAN SITORUS

Namun, yang hadir ada beberapa Kuasa, Yang Mulia. Terima
kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Yang Kuasanya?

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI11/2019: FEBRY INDRA
GUNAWAN SITORUS

Ada 3 ... ada 3 orang di belakang, mohon izin, Yang Mulia?
KETUA: ANWAR USMAN
Yang enggak pakai toga, advokat atau bukan?

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI1/2019: FEBRY INDRA
GUNAWAN SITORUS

Bukan, Yang Mulia, kuasa maksud kami, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Oh, kuasa. Jadi, bukan advokat, ya? Baik. Perkara Nomor 79/PUU-
XV11/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-
XVI11/2019: SAOR SIAGIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Saor Siagian sebagai
Kuasa Hukum. Di samping saya, Prinsipal adalah Ibu Betti Alisjahbana. Di
belakang ada Kuasa Hukum, yaitu Saudara Alghiff, kemudian DR. Feri
Amesari, Saudara Kurniawan, Ayu, dan Violla, Yang Mulia. Terima kasih.
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KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR masih dalam perjalanan menurut info terakhir.
Kuasa Presiden, silakan!

PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.
Salah sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir dari
sebelah kanan dari Kejaksaan Republik Indonesia, M. Purnomo, Kasi
Evaluasi Uji Materiil di Tata Usaha Negara. Kemudian sebelah kirinya,
Bapak Surdiyanto, Kasi Polhukam II. Saya sendiri, Purwoko, Kasubdit
Bidang Polhukam. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Agus Hariadi,
beliau staf ahli Menteri Hukum dan HAM yang nanti akan sekaligus akan
membacakan keterangan Presiden, Yang Mulia. Kemudian, yang sebelah
kiri lagi dari Menpan RB, Bapak Sutrisno Wibowo dari Biro Hukum.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, karena 6 permohonan ini isinya hampir sama
sehingga persidangannya disatukan.

Agenda persidangan hari adalah penyampaian keterangan oleh
DPR dan Presiden, tapi karena DPR belum sampai di ruang sidang.
Silakan, Kuasa Presiden terlebih dahulu!

PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi. Salam sejahtera untuk
kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami
hormati, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Yang saya hormati,
perwakilan dari Pemerintah, dari Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum
dan HAM, dan Kementerian Menpan dan RB. Bapak/lbu hadirin yang
kami hormati. lzinkan, Yang Mulia, kami membacakan keterangan
Presiden.

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasonna H Laoly,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tjahjo
Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia, dan ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik
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Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik
lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan
tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai
Registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVI11/2019
yang dimohonkan oleh Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., Nomor
70/PUU-XVI11/2019 yang dimohonkan oleh Fathul Wahid, S.T., M.Si.,
P.Sd., dan kawan-kawan, Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan
oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, dan Nomor
73/PUU-XVI11/2019, Nomor 77/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh
Jovi Andrea Bachtiar, S.H., dan kawan-kawan, Nomor 79/PUU-XVI1/2019
yang dimohonkan oleh Agus Rahardjo, M.Sn., dan kawan-kawan yang
dimohonkan oleh Ricki Martin Sidauruk dan kawan-kawan yang
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan
atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.
1. Pokok permohonan Para Pemohon.

Terhadap pokok permohonan Para Pemohon (...)

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke halaman 5!
PEMERINTAH: AGUS HARIADI
Ya, kami tidak dibacakan karena (...)
KETUA: ANWAR USMAN
1, ya?
PEMERINTAH: AGUS HARIADI
Ya, kedua juga tentang kedudukan hukum atau legal standing

Para Pemohon juga tidak kami bacakan karena ini menjadi ranah
kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus.
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KETUA: ANWAR USMAN
Ya.
PEMERINTAH: AGUS HARIADI

I1l. Keterangan dan penjelasan Pemerintah atas perkara-perkara
permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para
Pemohon.

Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara formil atas
Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, dan
Nomor 79/PUU-XVII/2019 mengacu terhadap Keterangan Pemerintah
pada Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang telah disampaikan
keterangannya pada Mahkamah sebagai satu kesatuan dalam perkara-
perkara tersebut di atas. Keterangan pemerintah terhadap pengujian
secara materiil untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVI11/2019, Nomor 70/PUU-
XV11/2019, Nomor 71/PUU-XVII/2019, dan Nomor 77/PUU-XVI11/2019,
Nomor 77/PUU-XVII/2019, dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 akan
disampaikan oleh Pemerintah secara bersamaan dan secara keseluruhan
sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan Keterangan
Presiden terhadap bab 5A Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12B,
Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 37A ayat (3), Pasal
37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal
45 ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 47 ayat (1), Pasal 69, dan Pasal 69D.

Berdasarkan hal tersebut di atas, izinkanlah, Yang Mulia Hakim
Konstitusi, Pemerintah memberikan keterangan dan penjelasan pasal-
pasal yang diuji sebagai jawaban atas perkara-perkara Para Pemohon
secara keseluruhan sebagai berikut.

Penjelasan Bab 5A Dewan Pengawas.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan terhadap pembentukan dewan
pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi
merupakan dalil yang tidak memiliki landasan secara yuridis dan
konstitusional. Sebagai jawaban atas dalil-dalii Para Pemohon,
Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan sebagai
berikut.

Pembentukan dewan pengawas selain berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga merujuk pada ketentuan-
ketentuan Konvensi UNCAC 2003, antara lain:

Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 menyatakan bahwa negara pihak
dalam implementasinya dapat membentuk badan atau badan-badan
yang dapat dimaknai bahwa kelembagaan dalam organ pemberantasan
korupsi masing-masing negara pihak dapat membentuk suatu badan
atau beberapa badan antikorupsi sesuai yang diperlukan.



Sesuai ketentuan Konvensi UNCAC 2003, penambahan badan
dalam organ pemberantasan korupsi sebagai dewan pengawas
sebagaimana bab 5A secara yuridis tidak bertentangan dengan kaidah
hukum antikorupsi, namun sebagai wujud kewajiban negara pihak
mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Pembentukan dewan pengawas sebagai ... sebagaimana bab 5
merupakan implementasi sebagai kewajiban negara pihak untuk
mengembangkan kebijakan antikorupsi. Secara yuridis, dibentuknya
dewan pengawas yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC
2003 merupakan norma yang telah sesuai dengan kaidah hukum
antikorupsi, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. Sedangkan secara konstitusional, dapat dijelaskan bahwa
perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mereformasi sistem
landasan negara dengan mengubah, menghapus, dan menambah
struktur kelembagaan negara, sistem pemerintahan negara, serta hak-
hak warga negara sebagai landasan konstitusional negara.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu

. salah satu yang sangat fundamental adalah mengubah struktur
kelembagaan negara dengan menghilangkan sistem hierarki, dengan
tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga
tinggi negara.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, telah merevisi undang-
undang a quo, khususnya dalam bab 5A bertujuan selain merujuk pada
Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003, namun juga dilandaskan pada sistem
pemerintahan dalam pola check and balance, serta dalam rangka untuk
menghilangkan kekuasaan yang bersifat absolut, yang menekankan
kekuasaan yang bersifat paralel, yakni sistem yang saling berhubungan,
saling bekerja sama, dan saling sinergi dalam mencapai tujuan negara.
Dan maksud agar sistem pemberantasan korupsi selain dapat ditegakkan
dengan baik, namun juga tetap dapat dikendalikan, dikontrol, atau
diarahkan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sistem
ketatanegaraan yang berlaku.

Bahwa kedudukan dewan pengawas dalam bab 5A undang-
undang a quo tidak bersifat hierarkis, namun didudukkan secara ...
namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan-badan atau organ-
organ pemberantasan korupsi sebagai penerapan sistem pola check and
balance. Tidak saling membawahi, namun saling sinergi dalam upaya
melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Sehingga secara
kewenangan, KPK tidak lagi bersifat absolut, namun telah disesuaikan
dalam penerapan sistem pemerintahan yang berlandaskan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3. Ketentuan Pasal 1 angka
3 yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan norma yang telah
disesuaikan secara ketatanegaraan ... secara ketatanegaraan



berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersumber dari
kewenangan presiden sebagai kekuasaan eksekutif.” Sebagaimana
ketentuan Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”
Serta merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 yang
menyatakan, “Negara pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem
hukumnya membentuk badan atau badan-badan agar pelaksanaannya
dapat lebih efektif.” Berdasar ketentuan tersebut, ditempatkannya KPK
dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan kewenangan masing-
masing negara sebagai negara pihak untuk membentuk dan
menempatkan yang disesuaikan dalam sistem hukum negaranya, yakni
dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan, “KPK dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun” merupakan norma yang merujuk
pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Konvensi UNCAC 2003 yang
menyatakan, “Negara pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem
hukumnya membentuk badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kemandirian dan badan atau badan-badan
tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari
pengaruh yang tidak semestinya.”

Sesuai ketentuan tersebut, frasa kemandirian dan bebas dari
pengaruh yang tidak semestinya sebagai rujukan indepedensi KPK dan
secara yuridis merupakan kewenangan masing-masing negara pihak
untuk memberikan dan menempatkannya sesuai sistem hukumnya
sehingga indepedensi KPK yang semula tidak sesuai dengan sistem
hukum Pemerintahan Republik Indonesia yang dapat melahirkan
kemenangan absolut dengan ditempatkannya indepedensi KPK dalam
rumpun kekuasaan eksekutif menjadi tidak lagi bersifat absolut.

Sebagai pertimbangan Pemerintah, Yang Mulia juga dapat
memberikan penegasan terhadap landasan hukum ketentuan Pasal 3
yang secara substansi mengandung nilai konstitusional dan mengandung
prinsip-prinsip sistem hukum Pemerintahan Negara Republik Indonesia,
di antaranya norma Pasal 3 dilandaskan bahwa KPK tidak dibentuk
melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara konstitusional.
Dimana KPK bukan termasuk lembaga yang disetarakan dengan lembaga
yang memiliki independensi yang diberikan melalui Undang-Undang
Dasar Tahun 1945. Lembaga negara yang demikian merupakan lembaga
penunjang pemerintahan sebagai fungsi pelaksana pemerintahan.

Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa secara kewenangan
pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas dan
wewenang polisi dan jaksa sebagai tugas penegakan hukum. Namun,
berdasarkan kebutuhan hukum diperlukan adanya penguatan untuk
menunjang tugas polisi dan jaksa agar lebih efektif, agar tindakan
pemerintahan tersebut dapat tercapai, maka perlu adanya lembaga yang



dapat membantu tugas polisi dan jaksa sebagai fungsi penunjang
sehingga perlu adanya pembagian wewenang sebagian tugas polisi dan
jaksa tersebut kepada KPK sebagai lembaga penunjang pemerintah.

Norma Pasal 3 dilandasakan bahwa kewenangan KPK diberikan
dalam bentuk atribusi, yakni pemberian wewenang oleh pembentuk
undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan secara
atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli yang
berasal dari undang-undang sehingga penerima wewenang dalam
melaksanakan kewenangannya dengan tanggung jawab sendiri. Secara
fungsi pemerintahan, kewenangan tersebut tidak diberikan sepenuhnya
kepada KPK menurut undang-undang. Namun, hanya sebagian
kewenangan sehingga polisi dan jaksa masih tetap memiliki kewenangan
untuk  melakukan tindakan pemerintahan dalam  menangani
pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilandaskan pada
ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) bahwa
kewenangan penegakan hukum merupakan sebagian kewenangan yang
dimiliki polisi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Pemberian kewenangan tersebut dapat dipahami terhadap hubungan
KPK dengan polisi dan jaksa yang masih memiliki hubungan kerja untuk
saling membantu, saling koordinasi, dan saling bekerja sama
sebagaimana ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo.

Penjelasan Pasal 6 huruf e. Bahwa Undang-Undang KPK
merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis atau undang-
undang yang khusus, dan pengaturannya bersifat core crime, dan tidak
menghapuskan undang-undang yang masih berlaku.

Bahwa Pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e
termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
pencucian uang merupakan pengaturan yang tidak benar. Secara yuridis
bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
pencucian uang telah diatur sendiri secara khusus (lex specialis)
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, “Pencucian
uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Serta telah diatur secara khusus di Bab VII dalam Pasal 68 sampai
dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Penjelasan Pasal 11. Bahwa Norma Pasal 11 undang-undang a
quo bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 sebagai kewenangan penegakan hukum yang secara
konstitusional dimiliki polisi dan sebagian kewenangannya diberikan
kepada KPK.

KPK hanya melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana
korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rpl milliar.
Yang jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka KPK wajib
menyerahkan tindak hukumnya kepada polisi atau jaksa. Ketentuan Pasal



11 juga merupakan salah satu pengembangan sistem pemberantasan
tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menciptakan sistem
penegakan hukum yang saling membantu.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal
12D. Pasal 12B mengatur tentang tata cara pemberian izin penyadapan
dan tindakan penyidikan yang secara tegas diatur dengan undang-
undang, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil, serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Syahran Basah, “lzin adalah perbuatan hukum
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam undang-undang.”

Ketentuan Pasal 12B terhadap dewan pengawas untuk
memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan merupakan norma
yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara
umum dilarang atau ilegal. Dengan alasan bahwa penyadapan dapat
digunakan sebagai kejahatan. Namun, secara hukum juga dapat menjadi
legal jika penyadapan tersebut digunakan untuk kepentingan umum,
yakni dalam rangka penegakan hukum untuk mendapatkan legalnya
suatu yang dilarang secara hukum, maka diperlukan suatu izin sehingga
yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang. Sebagaimana
pendapat Bagir Manan yang menyatakan, “lzin dalam arti luas berarti
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan
tertentu yang secara umum dilarang.”

Berdasarkan dalil di atas, maka kewenangan penyadapan dan
merekam pembicaraan sebagaimana ketentuan Pasal 12 sebelum revisi
yang tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan
kaidah hukum bahkan dapat disebut sebagai perbuatan melanggar
hukum sehingga dalam revisi pasal a quo bertujuan untuk
menyempurnakan substansi tentang kewenangan penyadapan untuk
diatur sesuai dengan kaidah hukum, yakni dengan ketentuan Pasal 12B,
Pasal 12C, dan Pasal 12D.

Penjelasan Pasal 19 ayat (2), revisi dalam ketentuan Pasal 19 ayat
(2) yang menghapus Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk
perwakilan di daerah provinsi telah disinkronisasikan dengan ketentuan
Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 huruf e yang dapat dijelaskan
sebagai berikut.

Pasal 11 ayat (1) mengatur untuk lebih meningkatkan
kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan
memperluas untuk melibatkan tidak hanya polisi, jaksa, dan KPK, namun
juga dapat melibatkan organ lain atau penyelenggara negara yang ada
kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara juridis,
maka KPK dalam melaksanakan kewenangannya berlaku secara nasional
tidak hanya meliputi di pusat, namun juga di daerah.
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Dihapusnya Pasal 19 ayat (2) tidak dimaksud untuk melemahkan
pemberantasan korupsi. Namun, lebih memaksimalkan fungsi-fungsi
organ pemerintah yang ada kaitannya yang secara fungsi agar lebih
fokus dalam satu bidang sebagaimana muruah sifat Undang-Undang KPK
sebagai undang-undang yang memiliki sifat lex specialis. Penghapusan
norma Pasal 19 ayat (2) juga merupakan kewenangan open legal policy.
Pembentuk undang-undang dengan memperhatikan kebutuhan hukum
dan sebagai upaya negara untuk mendorong pemberantasan korupsi
agar lebih efektif sehingga dapat berdaya guna.

Berdasarkan Konvensi UNCAC 2003 Pasal 5 yang menyatakan
bahwa negara pihak wajib meningkatkan dan mengupayakan praktik
yang efektif sehingga dihapusnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) undang-
undang a quo merupakan upaya untuk mengatur agar pemberantasan
korupsi dapat tercapai lebih maksimal secara efektif dengan
mempertimbangkan biaya dan keuangan negara.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a. Secara kewenangan
berdasarkan ketentuan Pasal 21, maka dewan pengawas memiliki
kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah
dalam rangka menciptkan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi
secara profesional dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan. Secara
konstitusional, pembentukan lembaga-lembaga yang bersifat lembaga
penunjang merupakan open legal policy pembentuk undang-undang
dalam rangka menciptakan kebijakan publik serta dalam rangka
mengembangkan sistem pemerintahan sesuai kebutuhan hukum sebagai
upaya mewujudkan tujuan negara.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 yang
menyatakan, “Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar
sistem hukumnya mengusahakan adanya badan atau badan-badan yang
mengandung makna bahwa negara dapat membentuk tidak hanya satu
badan, namun bisa beberapa badan.”

Sehingga dibentuknya dewan pengawas yang menjadi salah satu
organ pemberantasan korupsi tidak bertentangan dengan prinsip hukum
pemberantasan korupsi.

Tujuan dari pembentukan dewan pengawas tidak semata hanya
untuk memberikan fungsi pengawasan saja. Akan tetapi, secara
konstitusional bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak
asasi manusia sebagaimana hak-hak tersebut telah dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hak konstitusional warga
negara yang menjadi prinsip hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Merujuk pada
ketentuan Pasal 5 UNCAC Tahun 2003, maka setelah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
maka negara wajib melakukan adanya tindakan administratif dan
menyesuaikan sesuai instrumen hukumnya dengan mengevaluasi dan
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menempatkan pegawai KPK sebagai ... sesuai hukum administrasinya.
Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) merupakan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 3 yang
mendudukan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sehingga pegawai
KPK perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai langkah tindakan evaluasi
secara administratif negara dalam pemberantasan korupsi berdasarkan
istrumen hukumnya.

Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah dalam menilai kebenaran
penjelasan Pemerintah atas Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
disampaikan bukti rekapitulasi kementerian atau lembaga sebagai Bukti
Pemerintah-1 (BP-1).

Penjelasan Pasal 29 huruf e dan huruf i. Bahwa terkait dalil Para
Pemohon yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pimpinan
KPK haruslah terlepas dari struktur organisasi pada lembaga negara
lain.”

Maka dalam hal ini, Yang Mulia, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC dapat dimaknai
sebagai berikut. Dalam rekrutmen organ atau badan pemberantasan
korupsi dapat berupa penempatan atau penugasan, pemakaian, promosi,
atau penerimaan, dan pengangkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut,
maka negara tidak dapat melakukan rekrutmen sesuai sistem hukum
administrasinya sebagai prinsip hukumnya, sehingga penerimaannya
dapat berupa penugasan, seleksi, atau diangkat langsung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tata cara
rekrutmen dapat diatur tersendiri sesuai prinsip hukumnya dan dapat
diatur secara khusus (lex specialis) yang menjadi kewenangan negara
pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan Pasal 29 huruf e
dan huruf i tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan
korupsi, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b.
Kedudukan dewan pengawas dan KPK merupakan satu wadah Badan
Pemberantasan Korupsi yang setara, sinergi, dan saling membutuhkan.
Bahwa atas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan
dewan pengawas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan,
dan penyitaan di luar batas sistem dan terhadap proses izin penyadapan
seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law melalui
pengadilan, maka Pemerintah dapat memberikan jawaban sebagai
berikut.
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Terhadap kewenangan dewan pengawas yang dapat memberikan
izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tidak dapat dimaknai
sebagai kewenangan superior, namun dalam pola check and balances.
Kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara
setara, namun saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling
sinergi yang dari satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan
kewenangannya.

Terhadap dalil yang menyatakan bahwa proses izin penyadapan
seharusnya dilakukan dalam kerangka due process of law. Dalam hal ini
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Kedudukan KPK yang semula dibentuk bertujuan sebagai wujud
tindakan pemerintah yang secara luar biasa dan diatur secara khusus
(lex specialis), maka jika berdasarkan dalil Para Pemohon,
pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan luar biasa
karena pelaksanaannya tidak lagi berdasarkan peraturan secara lex
specialis, namun berdasarkan atas peraturan yang sifatnya umum.

Pemberian izin dalam penegakan hukum secara umum diatur
dalam KUHAP yang intinya hal-hal yang terkait penegakan hukum hanya
dapat diberikan oleh pengadilan. Maka pandangan Para Pemohon yang
mendalilkan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi dilaksanakan
dalam konteks peraturan yang sifatnya umum, baik dalam pelaksanaan
pengawasan, maupun pemberian izin merupakan pandangan yang dapat
mengubah eksistensi Undang-Undang KPK sebagai undang-undang lex
specialis dan juga dapat menghilangkan eksistensi independensi KPK itu
sendiri.

Dengan diaturnya Undang-Undang KPK secara lex specialis, maka
ketentuan-ketentuan yang diatur dapat mengenyampingan peraturan
yang sifatnya umum yang secara akademik menjadi ciri dari lex specialis.
Sehingga secara umum terhadap kewenangan dewan pengawas untuk
memberikan pengawasan dan izin dapat dikatakan bertentangan dengan
prinsip due process of law. Namun, dengan diaturnya secara lex specialis
menjadi tidak bertentangan dengan prinsip due of ... due process of law.
Sehingga secara yuridis atas dasar Undang-Undang KPK sebagai undang-
undang lex specialis, maka kewenangan dewan pengawas untuk
mengawasi dan memberikan izin dapat dibenarkan dan jika diarahkan
pada tujuannya untuk menerapkan pola checks and balance sebagai alat
untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik,
maka hal tersebut akan menjadi rasional dan tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 40. Secara norma, penghentian penyidikan dan
penuntutan terjadi apabila tuntutan tidak selesai dalam jangka waktu
paling lama 2 tahun. Secara norma pidana bahwa tindak pidana dapat
diproses hukum jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana
dengan unsur pidana dan dengan unsur pidana tersebut, seseorang yang
melakukan tindak pidana kejahatannya dapat dibuktikan. Dengan
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dihentikannya penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu paling
lama 2 tahun, tentu terdapat alasan yang jika dipaksakan malah justru
dapat melanggar hukum, terutama pelanggaran hak asasi manusia, di
antaranya sulit untuk menentukan unsur pidananya, sulit untuk
pembuktiannya, tidak ditemukannya bukti-bukti yang meyakinkan, tidak
didapatkannya saksi yang meyakinkan atau alasan lain yang beralasan
hukum, sehingga ketentuan tersebut akan tetap memiliki kepastian
hukum. Dan dengan diaturnya ketentuan ayat (4) undang-undang a quo,
maka jika ditemukan bukti-bukti baru atau novum dan menjadi
terangnya perbuatan kejahatannya dimana terdapat jelas unsur
pidananya, maka penghentian penyidikan dan penuntutannya dapat
dicabut.

Dengan dicabutnya penghentian berdasarkan ketentuan ayat (4)
undang-undang a quo, maka dengan bukti-bukti yang baru, penyidikan
dan penuntutan dapat dilakukan kembali. Sehingga ketentuan pasal a
guo justru memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang
adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan prinsip
bahwa setiap orang dapat dipidana dengan bukti-bukti yang dapat
meyakinkan kejahatannya. Namun, jika bukti-bukti kejahatannya tidak
meyakinkan, maka orang tersebut dapat dibebaskan.

Penjelasan Pasal 43 ayat (1). Komisi pemberantasan tindak pidana
korupsi merupakan salah satu sumber daya manusia yang diberi tugas
mengelola KPK yang dalam ketentuan undang-undang harus merupakan
tenaga yang memiliki keahlian khusus agar dapat konsisten dalam
melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, penyelidik
pemberantasan tindak pidana korupsi mengikuti hukum acara yang
sifatnya khusus (lex specialis). Dengan alasan tersebut, maka dalam
menempatkan penyelidik pemberantasan tindak pidana korupsi juga
diperlukan tenaga yang sifatnya khusus, tidak sama dengan penyelidik
yang sifatnya umum, sehingga diperlukan penyelidik yang memiliki
integritas sesuai keahliannya, serta memiliki suatu pengalaman agar
dapat bekerja secara konsisten. Dalam ketentuan pasal a quo dalam
penormaannya telah dipertimbangkan sesuai teknik penyidikan sehingga
yang dapat diangkat untuk memenuhi kriteria tersebut berasal dari
kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Begitu juga terhadap dalili Pemohon pasal a quo yang
dipertentangkan dengan UNCAC 2003 Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2,
dan Pasal 36, secara singkat pemerintah sampaikan sebagai berikut.

Dalam UNCAC 2003 Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal
36 yang sangat penting dipahami adalah negara pihak untuk
melaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya. Dalam
pelaksanaannya, masing-masing negara pihak dapat berbeda-beda dan
tidak saling mengikat, namun tidak bertentangan dengan norma-norma
dalam konvensi. Penerapan terhadap tenaga penyelidik masing-masing
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negara pihak berbeda-beda disesuaikan dengan sistem hukumnya
masing-masing. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam ketentuan
UNCAC 2003 Pasal 5 angka 1 juga dapat diterapkan berbagai macam
cara sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara pihak. Di
Indonesia sendiri, hal tersebut ditekankan terhadap sistem laporan atau
pengaduan masyarakat serta dilandaskan atas asas keterbukaan.

Penjelasan Pasal 45A ayat (3) huruf a. Ketentuan Pasal 45 ayat
(3) huruf a merupakan ketentuan yang juga telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya, penyidik
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan jika
yang bersangkutan diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara.
Sedangkan Pasal 24 dan Pasal 45 ayat (3) huruf a, pegawai KPK yang
saat ini tidak mempunyai kesempatan menjadi pegawai ASN telah
terakomodir pada ketentuan Pasal 70A sebagai ketentuan peralihan yang
menyatakan pengangkatan pembinaan dan pemberhentian pegawai KPK
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, maka baik cara
pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian  dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang ASN. Sehingga berdasarkan argumentasi
tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A
ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) merupakan dalil yang keliru dan justru ketentuan pasal a quo
dilandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal
27 dan Pasal 28D.

Penjelasan Pasal 47. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan
bahwa izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan hanya institusi
pengadilan yang juga dilandaskan atas beberapa undang-undang
termasuk KUHAP dan akan dapat menghambat kerja KPK. Dalam hal ini
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang
bersifat lex specialis atau undang-undang yang khusus sehingga secara
yuridis dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, dan dalam
pengaturannya bersifat core crime, dan tidak menghapuskan undang-
undang yang masih berlaku.

Bahwa Pasal 47 secara substansi mengatur tentang pembaruan ...
tentang pemberian izin dalam penyelidikan, pendidikan, penggeledahan,
dan penyitaan sebagai kewenangan dewan pengawas merupakan ciri
tertentu sebagai undang-undang lex specialis yang dapat menggantikan
hukum yang bersifat umum. Hal ini juga dikuatkan dalam prinsip
Undang-Undang KPK bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang
luar biasa yang dalam pemberantasannya juga menggunakan cara-
caranya yang luar biasa. Secara yuridis pengaturannya juga bersifat core
crime dan tidak menghapuskan berlakunya undang-undang yang bersifat
umum, baik berlakunya Undang-Undang KUHP, KUHAP, ataupun
undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
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Penjelasan Pasal 69A dan Pasal 69D. Ketentuan Pasal 69A dan
Pasal 69D yang memuat ketentuan tentang pengangkatan ketua, dan
dewan pengawas, dan kewenangan KPK dapat dibenarkan sebagaimana
merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC yang menyatakan,
“Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem
hukumnya mengupayakan untuk mengadakan pelaksanaan dan
memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi, dan
pemensiunan pegawai sipil, dan bila dianggap perlu pejabat publik lain
yang tidak melalui proses pemilihan.”

Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan, “Pembentukan
dewan pengawas dianggap dilakukan untuk menempatkan KPK dalam
bayang-bayang eksekutif dan memberikan kewenangan yang lebih besar
bagi dewan pengawas merupakan dalil yang tidak beralasan.”

Penjelasan ketentuan Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3)
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa Para Pemohon
mendalilkan secara empiris putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar
putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian tidak selalu
dipatuhi dan pembentuk undang-undang yang dilandaskan ... yang
dilandaskan karena yang wajib dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia hanya amar putusan yang mengabulkan permohonan.
Berdasarkan dalil tersebut, agar pemuatan dalam Berita Negara yang
diwajibkan tidak hanya amar putusan mengabulkan permohonan, namun
juga putusan-putusan yang lainnya, dengan maksud tidak hanya untuk
kepentingan bagi pembentuk undang-undang, namun juga agar dapat
sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Komisi
Pemberantasan Korupsi. Dalil Para Pemohon merupakan constitutional
complain, bukan merupakan kerugian konstitusional. Terhadap dalil
tersebut, maka Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian
konstitusional.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di
atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim
Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan
Pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1)
huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19
ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), Pasal 29 huruf e dan huruf i, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1)
huruf b, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) huruf a, Pasal 47,
Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab 5A Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat
memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon
tersebut tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).

2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
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31.

32.

3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau
legal standing.

4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 11 ayat
(1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal
19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3). Pasal 29 huruf e dan huruf i, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B
ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) huruf
a, Pasal 47, Pasal 6